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Abstrak 
Perjanjian internasional merupakan sumber utama dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat dibuat antar negara maupun negara dengan organisasi internasional ataupun antar organisasi internasional. JCPOA lahir pada 14 Juli 2015 yang dicapai Iran bersama dengan negara anggota tetap DK PBB dan Jerman atau yang dikenal dengan nama P5+1 dengan tujuan utama yakni pengembangan nuklir Iran secara damai. Pihak-pihak dalam JCPOA memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Pasca keluarnya Amerika Serikat pada 8 Mei 2018 dan penerapan kembali sejumlah sanksi kepada Iran oleh Amerika Serikat, Iran kemudian melanggar ketentuan dalam JCPOA dalam hal pengembangan level uraniumnya yakni sebesar 4.5% yang seharusnya hanya 3.67% sesuai dengan ketentuan Article 28 JCPOA. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status keanggotaan Iran terhadap JCPOA dan apa bentuk sanksinya pasca pelanggaram ketentuan level uranium tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dengan melakukan analisis terkait dengan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Iran tidak dapat menarik diri dari JCPOA akibat dari pelanggarannya tersebut. Sebaliknya, jika negara pihak lain dalam JCPOA merasa dirugikan atas pelanggaran Iran tersebut, maka mereka dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses Dispute Resolution Mechanism sesuai ketentuan Article 36 dan 37 JCPOA. Sanksi yang dapat diberlakukan kepada Iran terkait dengan pelanggarannya yakni berupa sanksi-sanksi yang sebelumnya dicabut oleh negara P5+1 sebelum lahirnya JCPOA.
Kata Kunci: JCPOA, nuklir, kesepakatan nuklir Iran.
Abstract
International agreements are the main source of international law. International agreements can be made between countries or countries with international organizations or between international organizations. JCPOA was born on July 14, 2015 by Iran alongside with the permanent members of the UN Security Council and Germany as known as P5+1 with the main goal of the peaceful of Iran’s nuclear development. The JCPOA’s parties have such an obligation to comply the provisions contained therein. After the United States withdrawal on May 8, 2018 and re-imposition some of sanctions against Iran by the United States, Iran breached the provision of JCPOA in terms of its uranium development level into 4.5% which is only 3.67% in accordance to Article 28 of JCPOA. Based on that, this study aims to find out what is the status of Iran’s ties to JCPOA and what is the form of sanctions after the breaching of its uranium development level. The research method of this study is using normative juridical and uses data collection techniques using literature study. By conducting an analysis related to the case, it can be concluded that Iran can’t withdraw itself from JCPOA after breaching it. However, if other disadvantaged parties of JCPOA because of this case, they can resolve this case through the Dispute Resolution Mechanism process in accordance to Article 36 and 37 of JCPOA. Sanctions that could be imposed on Iran related to this case is to re-imposition previous-lifted sanctions by the P5+1 before JCPOA.
Keywords: JCPOA, nuclear, iran’s nuclear deal.   

PENDAHULUAN
Hubungan antar negara ditandai dengan lahirnya suatu kerjasama intenasional yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihaknya (Arrasjid 2008) yang diwujudkan dengan perjanjian internasional. Tujuan dibuatnya suatu perjanjian internasional adalah untuk mengatasi permasalahan internasional yang timbul untuk menjamin kedamaian dan kesejahteraan masyarakat internasional (Ariani 2018). Asas Pacta Sunt Servanda mengharuskan setiap pihak dalam perjanjian harus menaati perjanjian tersebut seperti undang-undang yang mengikat mereka dan dalam menjalankan perjanjian tersebut harus didasarkan pada iktikad baik atau Good Faith. Induk ketentuan perjanjian internasional telah diatur dalam the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties yang kemudian disingkat VCLT 1969 tentang Hukum Perjanjian. 

Hubungan antar negara dianggap rawan konflik ketika muncul adanya penguasaan teknologi nuklir yang menjadi salah satu faktor terjadinya konstelasi politik dunia. Kekhawatiran timbul bahwa pengembangan nuklir ini akan digunakan sebagai persenjataan. Penguasaan teknologi nuklir merupakan upaya strategis bagi pengembangan serta kemajuan suatu negara (Mikail 2019). Keberadaan nuklir ini memiliki kemungkinan untuk menjadi senjata pemusnah masal dan dapat mengancam keamanan internasional. Salah satu negara pengembang nuklir adalah Iran. Iran menjadi poros isu pemusnah masal dalam hal pengembangan teknologi nuklirnya.
Teknologi nuklir merupakan teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom (nucleus) (Akhadi 2008). Nuklir bereaksi karena ada dua atau lebih atom yang bertubrukan. Terdapat dua reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi inti atom baru dan menghasilkan energi. Reaksi fusi nuklir terjadi dihampir semua inti bintang di alam semesta. Sedangkan reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lain dan menghasilkan energi atom yang bermasa lebih kecil.
Berawal dari kekhawatiran dunia tentang nuklir, masyarakat internasional sepakat membentuk sebuah badan internasional dibawah PBB yaitu International Atomic Energy Agency yang kemudian disingkat IAEA pada 29 Juli 1957 di Wina, Austria dengan tujuannya yaitu mempercepat dan memperbesar sumbangan tenaga atom untuk perdamaian, kesehatan dan kemakmuran dunia. Bantuan yang diberikan atau dimintakan atau untuk diawasi atau dikontrol tersebut tidak dipergunakan untuk tujuan militer (Pramitasari 2013). 
Tujuan dari IAEA tersebut tercantum dalam Article III (A) (1) Statuta IAEA 1959, yang berbunyi:
“To encourage and assist research on, and development and practical application of, atomic energy for peaceful uses throughout the world; and, if requested to do so, to act as an intermediary for the purposes of securing the performance of services or the supplying of materials, equipment, or facilities by one member of the Agency for another; and to perform any operation or service useful in research on, or development or practical application of, atomic energy for peaceful purposes” yang jika diartikan yakni: Untuk mendorong dan membantu penelitian, pengembangan dan penerapan praktis tentang energi atom untuk penggunaan damai diseluruh dunia; dan jika diminta untuk melakukannya, untuk bertindak sebagai perantara untuk tujuan mengamankan kinerja layanan atau penyediaan, bahan, peralatan, atau fasilitas oleh satu anggota badan untuk yang lain, dan melakukan operasi atau layanan apapun yang berguna dalam penelitian, pengembangan atau penerapan praktis energi atom untuk tujuan damai.
Pada 1 Juli 1968 ditandatanganilah Treaty on the Non-Proliferation on Nuclear Weapons (yang kemudian disingkat NPT) yang memiliki tujuan untuk mencegah penyebaran teknologi senjata nuklir, untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk mencapai tujuan pelucutan senjata nuklir dan pelucutan senjata secara kesuluruhan dan lengkap (Juanita 2017).

Sejarah nuklir Iran berawal pasca penggulingan Dr. Mohammed Mossadegh oleh Shah Reza Pahlevi dengan bantuan Central Inteligence Agency yang disingkat CIA (Ni’matul 2017). Amerika Serikat memberikan bantuan berupa program nuklir yang tak akan menjadi ancaman internasional bernama The US Atoms For Peace (Yoshitomo 2017). Pada tahun 1959, sebagai bentuk lanjutan kerjasama dalam bidang nuklir, Amerika Serikat membangun fasilitas pengembangan nuklir di Tehran bernama Tehran Nuclear Research Center yang kemudian disingkat TNRC. Di tahun 1967, Iran mulai mengembangkan nuklirnya dengan hanya berkekuatan lima Megawatt dan menandatangani NPT ditahun 1970. 
Sempat terhenti ditahun 1979 karena Revolusi Islam Iran, pengembangan teknologi nuklir Iran kemudian dilanjutkan kembali. Ditahun 2003, IAEA menemukan prabik uranium dengan kadar uranium tinggi di Natanz yang menyebabkan pengembangan nuklir di Iran dihentikan dan dilanjutkan kembali setelah adanya kesepekatan untuk memberi izin IAEA untuk sepenuhnya mengawasi perkembangan nuklir Iran. Namun pada masa pemerintahan Ahmadinejad, Iran menggunakan pengembangan teknologi nuklirnya sebagai bentuk implementasi hak dari suatu bangsa untuk kesejahteraan bangsanya. Sikap yang diambil Iran ini dianggap telah menentang kebijakan Amerika Serikat (Putri 2016).
Amerika Serikat kemudian beraliansi dengan Inggris, Perancis, serta Jerman dan membawa permasalahan ini kepada Dewan Keamanan PBB dan membuahkan hasil dengan mengeluarkan beberapa resolusi atas ketidakpatuhan Iran mengenai pengembangan nuklirnya. Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut adalah Resolusi 1696 pada 31 Juli 2006, Resolusi 1737 pada 23 Desember 2006, Resolusi 1747 pada 24 Maret 2007, Resolusi 1803 pada 3 Maret 2008, Resolusi 1835 pada 27 September 2008, Resolusi 1929 pada 9 Juni 2010 (Bhimantra 2016). 
Mediasi dilakukan guna mencari jalan keluar dari permasalahan nuklir Iran dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada Iran. Mediasi tersebut melibatkan negara-negara E3/EU+3 yaitu Cina, Perancis, Jerman, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat yang kemudian lebih dikenal dengan P5+1 atau Permanent Five + One yakni negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman. Mediasi tersebut kemudian membuahkan hasil dengan pengeluaran Resolusi 2224 oleh Dewan Keamanan PBB pada 9 Juni 2015 yang menetapkan pencabutan seluruh resolusi-resolusi sebelumnya terkait pengembangan nuklir Iran. 

Melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2231, mediasi antar negara P5+1 menghasilkan kesepakatan bersama yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action yang kemudian disingkat JCPOA pada 14 Juli 2015 di Wina, Austria yang memiliki tujuan utama sesuai yang tercantum pada Pembukaan dan Ketentuan Umum angka ii yang berbunyi: “The full implementation of this JCPOA will ensure the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme” yang artinya, implementasi penuh dari JCPOA ini akan memastikan sifat damai dari program nuklir Iran.
Hingga pada 8 Mei 2018, Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari JCPOA, meskipun melalui inspeksi IAEA, Iran telah menunjukkan kepatuhannya terhadap JCPOA. Trump menegaskan bahwa JCPOA belum lengkap karena tidak membahas mengenai rudal balistik, aktivitas nuklir Iran pasca masa berlaku JCPOA habis dan peran Iran di Suriah (Mikail 2018). Pasca kemundurannya, Amerika Serikat menerapkan kembali sejumlah sanksi-sanksinya kepada Iran terkait pengembangan nuklirnya yang diterapkan melalui dua tahap yakni pada 7 Agustus 2018 dan 5 November 2018 (Pamuk 2018).

Pada 8 Juli 2019, Iran yang juga telah dikonfirmasi oleh IAEA, mengumumkan bahwa mereka telah melampaui batas pengayaan uranium yang sudah ditetapkan oleh JCPOA (Murphy 2019). Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara organisasi energi atom Iran, Behrouz Kamalvandi, yang mengklaim bahwa Iran telah memperkaya uraniumnya hingga 4.5% (CNN 2020). Iran juga telah menyatakan mereka tidak akan mematuhi batasan pengayaan uranium yang diatur dalam JCPOA dan Iran hanya akan melakukan kerjasama dengan IAEA pasca tewasnya Mayor Jendral Qasem Soleimani (TehranTimes 2020) apabila sanksi-sanksi dari Amerika Serikat tidak diangkat (IRNA 2020) dan mengancam akan menarik diri dari NPT apabila pihak lain dalam JCPOA membawa pelanggarannya ke Dewan Keamanan PBB (Rafizadeh 2020).
Ketentuan mengenai level uranium yang harus dipatuhi Iran dalam JCPOA diatur dalam Article 5 yang berbunyi: 

“Based on its long-term plan, for 15 years, Iran will carry out its uranium enrichment-related activities, including safeguarded R&D exclusively in the Natanz Enrichment facility, keep its level of uranium enrichment at up to 3.67% and, at Fordow, refrain from any uranium enrichment and uranium enrichment R&D and from keeping any nuclear material”, yang jika diartikan yaitu: Berdasarkan rencana jangka panjang, selama 15 tahun, Iran akan melakukan kegiatan terkait pengayaan uraniumnya, termasuk R&D yang dilindungi secara eksklusif di fasilitas Pengayaan Natanz, menjaga tingkat pengayaan uraniumnya hingga 3,67% dan, di Fordow, menahan diri dari R&D pengayaan uranium dan pengayaan uranium dan dari menjaga bahan nuklir.”
Selain dalam ketentuan Article 5 tersebut, ketentuan Article 28 JCPOA juga menyebutkan bahwa: “Iran will keep its level of uranium at up to 3.67 percent for 15 years”, Iran akan mempertahankan level uraniumnya hingga 3,67 persen selama 15 tahun.
Status Iran yang merupakan suatu negara yang berdaulat memiliki hak serta kewajiban menurut hukum internasional (Adolf 2002). Pada prinsipnya, terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian internasional yang mengikat suatu negara, suatu negara memiliki hak dan kewajiban dasar yang harus dipedomani demi terwujudnya hidup berdampingan secara damai.
Iran sebagai negara pihak dalam JCPOA secara tidak langsung telah menyatakan keterikatannya pada ketentuan JCPOA sesuai dengan ketentuan Article 2 (g) VCLT 1969 yaitu, “party means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty in in force” atau yang jika diartikan adalah Pihak berarti suatu negara yang telah menyepakati untuk terikat oleh perjanjian dan untuk mana perjanjian tersebut berlaku. Kewajiban bagi suatu negara yang berstatus sebagai anggota dalam perjanjian internasional adalah untuk tunduk pada isi perjanjian tersebut.
Pengakhiran perjanjian, pengunduran diri atau penarikan suatu pihak serta penangguhan pengoperasi perjanjian hanya dapat terjadi karena penerapan ketentuan dari suatu perjanjian internasional. Suatu negara tidak dapat mengajukan alasan untuk membatalkan, mengakhiri, menarik diri, atau penangguhan pengoperasian perjanjian setelah negara tersebut telah menyetujui bahwa perjanjian tersebut sah atau tetap berlaku atau terus beroperasi sesuai dengan ketentuan Article 45 (a) VCLT 1969. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana status keanggotaan Iran terhadap JCPOA dan bagaimana bentuk sanksi atas pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir JCPOA pasca adanya pelanggaran terhadap level uranium oleh Iran?
METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau normative law research dengan menggunakan studi kasus normatif berupa perilaku produk hukum misalnya dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan dan sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undnagan atau statute approach dilakukan dengan menelaah aturan-aturan hukum yang berakitan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual atau conceptual approach dilakukan bila belum atau tidak diketemukannya aturan hukum yang menjadi pembahasan isu hukum. Pendekatan kasus atau case approach digunakan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum untuk mencari nilai kebenaran.  
Sumber data utama dalam penulisan penelitian ini adalah aturan-aturan yang bersifat normatif (Nasution 2008). Data dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Sumber data ini terdiri atas beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas (Marzuki 2005). Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Piagam PBB, Statuta ICJ, Statuta IAEA, VCLT 1969, dan JCPOA. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soekanto 2007). Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku bacaan atau buku ilmiah, kamus hukum, jurnal atau literatur online, hasil penelitian, doktrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum sekunder, atau yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum (Soerjono 2006). Bahan non hukum yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, berbagai majalah, surat kabar, dan ensiklopedia.
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yang pertama yaitu dengan pencarian bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka, kemudian diambil inti pengertian, kaidah hukum, teori-teori, asas-asas dan juga doktrin-doktrin hukum internasional lalu disusun secara sistematis. Teknik analisa bahan hukum diawali dengan penyeleksian bahan hukum kemudian mengklasifikannya menurut penggolongan bahan hukumnya lalu disusun secara sistematis dan logis. Teknik analisa hukum merupakan kegiatan yang mengkaji hasil pengolahan bahan yang dibantu dengan teori-teori yang diketemukan sebelumnya.  Dalam menganalisis data yang berhubungan dengan penelitian ini digunakan metode analisis preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk mengetahui benar atau tidaknya isu hukum yang sedang diteliti, lalu diberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian yang dilakukan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Perjanjian Internasional
Hubungan antar suatu negara dengan negara lain merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masing-masing suatu negara. Bentuk hubungan internasional tersebut adalah suatu perjanjian internasional. Pengaturan secara umum mengenai perjanjian internasional terdapat dalam VCLT 1969 yang dibentuk pada 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada 27 Januari 1980. Menurut ketentuan Article 2 Paragraph 1 (a) VCLT 1969, perjanjian merupakan “an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation” yang jika diartikan adalah: suatu perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, yang diwujudkan dalam suatu instrumen tunggal atau lebih instrument terkait dan apapun penunjukan khususnya. 

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang dijadikan rujukan bagi subjek-subjek hukum internasional untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hubungan internasional. Namun terlepas dari adanya konflik dalam hubungan internasional, ada atau tidaknya perjanjian internasional, pada prinsipnya negara-negara didunia memiliki hak serta kewajiban dasar yang dipedomani demi terciptanya kehidupan yang damai terkait dengan hubungan internasional. 

VCLT 1969 membedakan peran pihak dalam suatu perjanjian internasional kedalam 2 (dua) kelompok, yakni: (a) Party atau negara pihak yang menurut ketentuan Article 2 Paragraph 1 (g) VCLT 1969 merupakan “a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force” atau yang jika dartikan adalah: Negara yang telah menyetujui untuk terikat oleh perjanjian dan untuk mana perjanjian tersebut berlaku. Suatu negara yang merupakan pihak dalam perjanjian secara otomatis diberi hak serta kewajiban untuk terikat dalam perjanjian tersebut; (b) Third State atau negara ketiga atau negara bukan pihakyang Article 2 Paragraph 1 (h) VCLT 1969 merupakan “a State not a party to the treaty” atau yang jika diartikan adalah: suatu negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian. 

Suatu perjanjian tidak menciptakan suatu hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa ada persetujuan darinya. Ketentuan ini berlaku asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt yang berarti perjanjian tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban dan memberi hak pada negara ketiga. 
Roscoe Pound dalam bukunya An Introduction to the Philosophy of Law menguraikan bahwa terdapat 4 teori mengikatnya suatu perjanjian (Pound 1989), yaitu:

1. Teori Kemauan (will theory)

Teori kehendak menjelaskan dasar filososi kebebasan dalam membuat perjanjian yang berasal dari kehendak bebas masing-masing pihak yang merupakan penjelmaan dari nilai-nilai hak asasi manusia. Kehendaklah yang digunakan sebagai landasan mengikatnya suatu perjanjian yang menimbulkan janji antar pihak untuk tunduk dibawah perjanjian tersebut.
2. Teori Persetujuan (the bargain theory)

Perjanjian lahir karena adanya persetujuan para pihak. Teori ini menganggap bahwa setiap perjanjian hanya akan terjadi antar pihak apabila terdapat penawaran (offer) dari pihak satu dihadapkan dengan penerimaan (acceptance) oleh pihak lain atau sebaliknya. Hasil yang diinginkan dalam teori ini adalah kecocokan antar pihak-pihak tersebut secara timbal balik yang kemudian menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian antar pihaknya.
3. Teori Kesetaraan (the equivalent theory)

Teori ini menjelaskan bahwa sebuah perjanjian baru akan mengikat antar pihaknya apabila para pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan kewajibannya secara seimbang atau sama nilainya. Artinya, sebuah perjanjian akan berlaku bagi para pihaknya apabila para pihak dalam perjanjian tersebut telah melaksanakan suatu kewajiban yang sama terkait dengan perjanjian tersebut.
4. Teori Kepercayaan yang Merugi (the injurious-reliance theory)

Teori ini menjelaskan bahwa sebuah perjanjian sudah dianggap ada apabila dengan perjanjian tersebut sudah menimbulkan kepercayaan bagi suatu pihak terhadap janji yang dibuat oleh pihak lain sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena bentuk kepercayaanya tersebut akan menimbulkan suatu kerugian apabila janji tersebut tidak terlaksana.
Terikatnya suatu negara pada perjanjian internasional dapat diketahui dengan dua aspek, yakni menurut peran negara dalam perjanjian tersebut yang dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan negara terhadap perjanjian tersebut, dan menurut substansi dari perjanjian internasional tersebut. Berdasarkan pada peran negara, negara terikat pada perjanjian internasional atas kehendaknya sendiri untuk terikat sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional. Dalam pengertian ini, negara tersebut siap dengan segala akibat hukum yang timbul sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut.
Negara bukan pihak dapat terikat dengan suatu perjanjian internasional apabila ketentuan dalam perjanjian tersebut merupakan bagian dari Jus Cogens. Jus Cogens diartikan sebagai norma yang bersifat memaksa dan dianggap memiliki kedudukan tertinggi atau sumber hukum utama dari norma-norma yang mengatur hukum internasional (Saraswati 2017). Norma-norma dalam hukum internasional yang memiliki status atau derajat Jus Cogens tidak dapat dikesampingkan atau dikecualikan dalam keadaan apapun. Norma Jus Cogens harus berlaku secara umum terhadap sistem hukum yang ada, normanya harus diterima dan diakui oleh seluruh komunitas internasional, normanya tidak dapat diturunkan dalam keadaan apapun.

Keterikatan suatu negara dalam suatu perjanjian internasional dapat dimakzulkan berdasarkan ketentuan dari VCLT 1969. Paragraph 1 Article 42 VCLT 1969 yang mengatur mengenai validitas suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa, “The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention” atau yang jika diartikan adalah: Validitas suatu traktat atau persetujuan suatu negara untuk diikat oleh traktat dapat dimakzulkan melalui penerapan konvensi tersebut.
Hilangnya keterikatan suatu pihak dalam perjanjian internasional diatur dalam Article 42 Paragraph 2 VCLT 1969 yang berbunyi “The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty” atau yang jika diartikan adalah: Pengakhiran perjanjian, pengunduran diri atau penarikan suatu pihak, dapat terjadi hanya sebagai hasil penerapan dari ketentuan perjanjian atau konvensi. Aturan yang sama juga berlaku untuk penangguhan operasi perjanjian. 
Istilah termination, denunciation, dan withdrawal mengindikasikan hal-hal yang berbeda meskipun memiliki kesamaan yaitu merupakan bagian dari berhentinya keterikatan suatu pihak terhadap suatu perjanjian internasional. Menurut Lord McNair, Termination berarti berakhirnya suatu perjanjian, baik dengan metode apapun yang terjadi atau tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau semua pihak (McNair 1961). Istilah withdrawal memiliki arti yang lebih sempit yakni berkaitan dengan keluar dari kewajiban prosedural, sedang denunciation mengacu secara lebih luas yakni kepada keluar dari beberapa atau keseluruhan ketentuan sibstantif perjanjian internasional (Tyagi 2008). Istilah denunciation lebih digunakan untuk perjanjian bilateral dan withdrawal untuk perjanjian multilateral. Perbedaan keduanya terletak pada denunciation yang penggunaannya untuk perjanjian bilateral yang menyebabkan penarikan diri salah satu pihak menyebabkan berakhirnya perjanjian dan withdrawal belum tentu menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian internasional (Aust 2007). Namun penjelasan tersebut bukan merupakan suatu kebiasaan hukum internasional, yang artinya, terdapat praktek-praktek lain yang diterapkan.
Suatu pihak yang telah menandatangani suatu perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menggagalkan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Keabsahan dari perjanjian internasional yang sudah berlaku terkadang masih dapat dipersoalkan oleh salah satu pihak, atau ditunda berlakunya dan juga dapat diakhiri. Salah satu faktor penyebabnya merupakan tindakan sepihak atau oleh salah satu pihak, dan secara sepihak pula pihak lainnya membalasmya dengan cara tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Faktor lainnya adalah adanya suatu peristiwa diluar kehendak para pihak yang menyebabkan pelaksanaan dari perjanjian internasional tersebut terganggu (Fidelia 2019).

Menurut Article 45 VCLT 1969, suatu pihak dalam suatu perjanjian internasional dapat kehilangan haknya untuk mengajukan alasan pembatalan, pengakhiran, penarikan diri atau menangguhkan pengoperasian perjanjian berdasarkan Article 46 hingga Article 50 atau Article 60 hingga Article 62 jika: “(a) it shall have expressly agreed that the treaty is valid or remains in force or continues in operation, as the case may be” atau yang jika diartikan bahwa telah secara tegas menyetujui perjanjian tersebut sah atau tetap berlaku atau terus beroperasi; dan “(b) it must by reason of its conduct be considered as having acquiesced in the validity of the treaty or in its maintenance in force or in operation, as the case may be” atau yang jika diartikan adalah karena alasan atas tindakannya dianggap telah menyetujui keabsahan perjanjian atau saat dalam pemeliharannya yang berlaku atau saat sudah beroperasi, sama halnya dengan kasusnya. 

Ketentuan Article 45 VCLT 1969 menunjukkan bahwa ketika suatu pihak dalam suatu perjanjian internasional telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut, maka ia tidak dapat melakukan perbuatan berdasarkan Article 42 Paragraph 2 kecuali ia telah menyatakan reservation atau persyaratan yang dilakukan secara bersamaan pada saat pengesahan atau pernyataan keikutsertaan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan Article 2 (d) VCLT 1969, reservation merupakan “a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State” atau yang jika diartikan adalah: suatu pernyataan sepihak, yang diutarakan atau dinamai, dibuat oleh suatu negara, saat menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi suatu perjanjian, dengan maksud untuk mengecualikan atau mengubah efek hukum dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dalam pengaplikasian terhadap negara mereka. 

Berakhirnya keterikatan suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional hanya dilakukan dengan persetujuan pihak lain atau dengan persetujuan bersama sesuai dengan ketentuan Article 54 VCLT 1969. Article 54 (a) VCLT 1969 menjelaskan bahwa “in conformity with the provisions of the treaty” atau yang jika diartikan adalah: Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Lepasnya keterikatan tersebut dapat dilakukan setiap saat setelah mendapat persetujuan dari semua pihak setelah berkonsultasi dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Article 54 (b) VCLT 1969 yang berbunyi “at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States”. Suatu pihak dalam perjanjian yang akan menarik atau mengundurkan diri dari suatu perjanjian harus memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam perjanjian dua belas bulan sebelum pernyataan pihaknya mundur dari perjanjian tersebut sesuai dengan Article 56 Paragraph 2 VCLT 1969.
Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak tersebut untuk menarik atau mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Ketentuan tersebut tercantum dalam Article 61 Paragraph 2 VCLT 1969, yang berbunyi:

“Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the im possibility is the result of a breach by that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty” atau yang jika diartikan adalah: Ketidakmungkinan kinerja tidak dapat dilakukan oleh suatu pihak sebagai alasan untuk menarik, mengundurkan diri atau menangguhkan pengoperasian perjanjian jika ketidakmungkinan kinerja tersebut merupakan hasil pelanggaran oleh pihak tersebut baik dari kewajibannya pada perjanjian tersebut atau dari setiap kewajiban internasional yang dibebankan kepadanya pada perjanjian ini”.
Keanggotaan Iran dalam JCPOA
Iran bersama dengan negara anggota Dewan Keamanan PBB dan Jerman sepakat untuk membentuk suatu rezim internasional yang mengatur mengenai nuklir Iran pada 14 Juli 2015 di Wina, Austria. Dengan adanya JCPOA ini, Iran akan mengembangkan teknologi nuklirnya dengan damai dan sesuai dengan JCPOA guna mendorong kerja sama internasional. Negara pihak lain selain Iran, dengan adanya JCPOA ini akan menaruh kepercayaannya pada pengembangan teknologi nuklir Iran secara damai. JCPOA memberikan kewenangan untuk Iran untuk mengembangkan nuklirnya hanya untuk kepentingan pembangunan dan bukan untuk persenjataan bahkan sebagai senjata pemusnah massal. 

Lahirnya JCPOA ini sekaligus menghapuskan sanksi-sanksi yang diterapkan kepada Iran terkait pengembangan nuklirnya. Berikut adalah tabel singkat resolusi-resolusi DK PBB yang diterapkan pada Iran:
Tabel 1.1 
Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB

	No.
	Resolusi
	Tanggal
	Substansi

	1.
	1696
	31 Juli 2006
	Mewajibkan Iran untuk melakukan penghentian program nuklirnya 

	2.
	1737
	23 Desember 2006
	Pelarangan perdagangan dengan Iran dalam berbagai bidang yang terkait dengan pengembangan nuklirnya serta pembatasan lawatan dan pembekuan asset milik beberapa pejabat Iran 

	3.
	1747
	24 Maret 2007
	Pelarangan dan pembatasan jual beli senjata dan peralatan militer lain, pembatasan kunjungan dan pembekuan aset beberapa pejabat serta lembaga.

	4.
	1803
	3 Maret 2008
	Tuntutan agar Iran mematuhi resolusi-resolusi DK PBB agar dapat dipercaya bahwa pengembangan nuklirnya dilakukan secara damai. 

	5.
	1835
	27 September 2008
	Penegasan kembali terhadap resolusi-resolusi DK PBB sebelumnya.

	6.
	1929
	9 Juni 2010
	Larangan investasi dalam kegiatan nuklir diluar negeri dan larangan jual beli senjata berat.

	7.
	2224
	9 Juni 2015
	Pemberian komitmen baru pada Iran terhadap JCPOA 

	8.
	2231
	20 Juli 2015
	Pencabutan resolusi-resolusi DK PBB terkait nuklir Iran dan pengimplementasian JCPOA.


Sumber : (Sembiring 2019)
Setiap tiga bulan sekali, IAEA akan merilis hasil laporannya terkait kepatuhan Iran terhadap JCPOA. Sejak berlaku pada 18 Oktober 2015, Iran terus menunjukkan kepatuhannya terhadap JCPOA. Laporan pertama IAEA pada tanggal 16 Januari 2016 menunjukkan kosistensi kepatuhan Iran terhadap JCPOA. IAEA menyatakan bahwa Iran telah memenuhi persyaratan awal JCPOA dengan tidak menjual kelebihan uraniumnya ke Rusia (Manan 2019). Atas kepatuhannya terhadap JCPOA, hal itu memberi kelonggaran sanksi untuk Iran dengan pemberian akses bagi IAEA untuk memeriksa dan melanjutkan inspeksi fasilitas-fasilitas pengembangan program nuklir Iran di wilayah lainnya (Said 2016).
Hingga pada 8 Mei 2018, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Trump secara resmi menarik diri dari JCPOA dalam sebuah konferensi pers dengan alasan bahwa JCPOA dirasa masih kurang lengkap karena tidak mengatur mengenai rudal balistik, aktivitas nuklir Iran pasca 2025, serta bagaimana peran Iran di Suriah (Mikail 2018). Akibat dari penarikan diri Amerika Serikat ini, Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Iran yang sebelumnya telah dicabut sebagai salah satu ketentuan didalam JCPOA (Garjito 2019). Kebijakan Trump ini menimbulkan polemik, karena sejauh ini, Iran patuh terhadap ketentuan-ketentuan dalam JCPOA dengan menghentikan sebagian besar program nuklirnya dan membuka ruang gerak IAEA untuk melakukan inspeksi terhadap pengembangan nuklirnya untuk memastikan Iran tidak berbuat curang (Beauchamp 2018). 
Tekanan Amerika Serikat lewat penerapan kembali sejumlah sanksi-sanksi kepada Iran yang awalnya tidak diindahkan oleh Iran dan justru menjadi pemicu kemandirian Iran dalam meningkatkan pengembangan nuklirnya (Lestari 2019) mulai menunjukkan dampaknya ketika IAEA melakukan inspeksi pada 8 Juli 2019 terhadap reaktor nuklir Iran dan menyatakan bahwa Iran telah memperkaya uraniumnya diatas 3.67% yakni sebesar 4.5% (Peter 2019). Iran melalui Wakil Menteri Luar Negerinya, Abbas Araqchi, menyatakan akan terus melanggar JCPOA kecuali ada tindakan dari negara pihak lain JCPOA untuk memberi solusi dan terbebas dari sanksi-sanksi Amerika Serikat (Perdana 2019). Hingga pada 3 Januari 2020, Komandan Pasukan Quds, Jenderal Qassem Soleimani tewas dalam sebauh serangan udara dengan mengerahkan drone atau pesawat nirawak oleh militer Amerika Serikat di Bandara Internasional Baghdad oleh Amerika Serikat. Pasca tewasnya Soleimani, Iran mengumumkan bahwa Iran tak akan mematuhi batasan pengayaan Uranium sesuai dengan ketentuan dalam JCPOA dan menambahkan akan terus melakukan pengayaan uranium yang sebenarnya dilarang oleh JCPOA (Dikarma 2020).
Status Keanggotan Iran dalam JCPOA menurut Hukum Perjanjian Internasional 
Pelanggaran perjanjian yang menjadi dasar untuk berakhirnya perjanjian merupakan pelanggaran yang terkait dengan materi atau substansi yang sangat penting dan serius. Sesuai dengan ketentuan Paragraph 3 Article 60 VCLT 1969 yang berbunyi “A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in: (a) a repudiation of the treaty not sanctioned by the present Convention; or (b) the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty” atau yang jika diartikan adalah: Pelanggaran materi perjanjian, untuk tujuan artikel ini terdiri dari: (a) penolakan terhadap perjanjian yang tidak disetujui oleh konvensi; atau (b) pelanggaran ketentuan yang penting untuk pemenuhan objek atau tujuan perjanjian. Adanya pelanggaran perjanjian tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian, melainkan hanya memberi pihak yang merasa dirugikan untuk mengakhiri atau menghentikan perjanjian. 
Oleh karena JCPOA sendiri tidak mengatur tentang bagaimana status keanggotaan pihaknya didalamnya, maka pengaturan mengenai keanggotaan dalam JCPOA akan diatur berdasarkan VCLT 1969 sesuai ketentuan dalam Paragraph 2 Article 42 VCLT 1969 yang berbunyi “The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty” atau yang jika diartikan adalah: Pengakhiran perjanjian, pengunduran diri atau penarikan suatu pihak, dapat terjadi hanya sebagai hasil penerapan dari ketentuan perjanjian atau konvensi tersebut. Aturan yang sama juga berlaku untuk penangguhan pengoperasian perjanjian.

Negara pihak lain dalam JCPOA dapat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas pelanggaran yang dilakukan Iran sebagai dasar untuk berhenti terikat terhadap JCPOA atau pemberhentian sementara pengoperasian JCPOA apabila pelanggaran yang dilakukan Iran menyebabkan penghilangan permanen  atau penghancuran objek dalam JCPOA yang sangat diperlukan untuk tujuan dari JCPOA sesuai dengan ketentuan Paragraph 1 Article 61 VCLT 1969 yang berbunyi “A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or withdrawing from it if the impossibility results from the permanent disappearance or destruction of an object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoked only as a ground for suspending the operation of the treaty” atau yang jika diartikan adalah: Suatu pihak dapat memohon ketidakmungkinan melakukan perjanjian sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian jika ketidakmungkinan itu hasil dari penghilangan permanen atau penghancuran sebuah objek yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian. Jika ketidakmungkinan bersifat sementara, itu dapat dikatankan hanya sebagai dasar untuk menangguhkan operasi perjanjian. Apabila pihak yang dirugikan setelah mengetahui fakta bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional dan pihak tersebut menyetujui untuk tetap melanjutkan perjanjian tersebut, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam melalui tindakannya dapat kehilangan haknya untuk mengakhiri perjanjian tersebut. 

Iran kehilangan haknya untuk mengakhiri, menarik diri atau menangguhkan pengoperasian perjanjian karena telah melanggar ketentuan yang ada dalam JCPOA, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Paragraph 2 Article 61 VCLT 1969. Ketentuan dalam Paragraph 2 Article 61 VCLT 1969 menjelaskan bahwa Iran dilarang untuk berhenti atau menarik pihaknya dari JCPOA akibat dari pelanggaran yang dilakukannya. Istilah yang digunakan menurut ketentuan Paragraph 2 Article 61 dalam kasus Iran dengan pelanggaran batasan level uraniumnya terhadap JCPOA adalah withdrawal yang memiliki arti yakni yang berkaitan dengan berhentinya Iran untuk memenuhi kewajiban proseduralnya mengenai pemenuhan tujuan JCPOA yakni pengembangan nuklir Iran secara damai. 
Ketentuan dalam Paragraph 2 Article 61 VCLT 1969 ini selaras dengan prinsip Unclean Hands yang memberikan alasan pembela bagi suatu pihak dalam perjanjian guna membatalkan suatu kontrak dengan alasan pihak lain yang bertanggung jawab atas ketidakmampuan pelaksanaan dari perjanjian tersebut (Sinaga 1999). 
Prinsip Unclean Hands merupakan suatu pembelaan yang adil yang melarang pihak yang terlibat dalam perilaku yang tidak adil seperti penipuan dan atau itikad buruk dalam perjanjian internasional. Unclean Hands diberlakukan untuk klaim adil seperti permintaan ganti rugi atau untuk melakukan kinerja tertentu (Reuters 2020). Unclean Hands merupakan pembelaan terhadap suatu pengaduan yang menyatakan bahwa pihak yang meminta suatu putusan tidak dapat memperoleh bantuan pengadilan jika ia telah melakukan suatu pelanggaran yang tidak etis dalam kaitannya dengan subjek gugatannya (Hill 2020).
Sanksi dalam Hukum Internasional
PBB sebagai organisasi internasional yang tujuan didirikannya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Negara-negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk para anggotanya untuk menempuh cara-cara damai apabila terdapat suatu sengketa yang terjadi diantara anggotanya dan menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan yakni ancaman dan penggunaan senjata. Ketentuan mengenai kewajiban negara-negara anggota PBB ini untuk menyelesaikan sengketa terdapat dalam Article 2 Paragraph 3 dan 4 UN Charter yang berbunyi:

“(3) All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered. (4) All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations” atau yang jika diartikan adalah (3) Semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai sedemikian rupa hingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam punah. (4) Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain apapun yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sesuai ketentuan Article 24 UN Charter, anggota PBB mengakui peran Dewan Keamanan PBB sebagai pemegang tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan peran DK PBB dalam penyelesaian sengketa adalah adanya kesepakatan bagi negara-negara anggota PBB saat menyatakan diri sebagai anggota PBB. Artinya, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan DK PBB dan menerima konsekuensi bahwa sadar atau tidaknya, apapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh DK PBB akan menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut. 

Article 33 Paragraph 2 UN Charter meminta agar pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka sesuai dengan ketentuan dalam Article 33 Paragraph 1 yakni dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian peradilan, dengan badan-badan regional atau pengaturannya, atau dengan cara damai lainnya. Manakala penyelesaian sengketa sesuai dalam Article 33 UN Charter tidak mungkin terwujud maka negara pihak yang bersengketa dapat menyerahkan sengketanya ke DK PBB sesuai dengan Article 37 UN Charter. Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi kepada suatu negara dengan tujuan agar negara tersebut menghentikan perbuatannya yang diduga melanggar hukum internasional. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa:

1. Sanksi Ekonomi

Dalam konteks ekonomi-politik secara global, ekonomi menjadi instrument global yang dinilai mempunyai relevansi. Dalam bidang perniagaan dan politik internasional, sanksi ekonomi merupakan pelarangan perniagaan dan perdagangan suatu negara dengan negara lain. Sanksi ekonomi biasanya dideklarasikan oleh sekolompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasinya agar menyebabkan negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit (Pranomo 2014). Sanksi ekonomi umumnya digunakan sebagai hukuman politik bagi suatu negara yang telah melakukan pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Tujuan dari sanksi ekonomi ini adalah untuk mengendalikan dan mempengaruhi tingkah laku serta pikiran negara lain. Sanksi ini tidak dapat dikenakan pada negara yang memiliki basis ekonomi yang lemah.

Sanksi ekonomi merupakan sanksi pertama yang diberikan apabila tindakan-tindakan sementara sesuai dalam Article 40 UN Charter yang diberikan oleh Dewan Kemanan PBB tidak diindahkan. Article 41 UN Charter menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB akan memutuskan tindakan-tindakan diluar penggunaan kekuatan senjata untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung. Tindakan-tindakan tersebut ialah pemutusan seluruh atau sebagai hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alat-alat komunikasi lain, serta pemutusan hubungan diplomatik.
Pelanggaran yang dilakukan Iran terkait pengembangan nuklirnya merupakan bentuk reaksi atas sejumlah sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat yang menganggap bahwa nuklir Iran mengancam keamanan internasional dan juga bentuk ancaman agar negara anggota JCPOA lain melakukan suatu tindakan agar sanksi-sanksi dari Amerika Serikat tersebut dapat dihilangkan. Tujuan dari sanksi ekonomi Amerika Serikat tersebut adalah agar Iran menjadi terkucil, kehilangan sumber daya dan kekuatan ekonominya sehingga akhirnya tunduk pada aturan internasional yang mengikatnya. 

Sanksi-sanksi ekonomi dari Amerika Serikat tersebut akan berlaku melalui dua tahap yaitu dalam 90 dan 180 hari. Tahap pertama berlaku efektif pada 7 Agustus 2018 dengan memberlakukan sanksi terhadap pembelian dolar Amerika Serikat; perdagangan emas, logam mulia, aluminum, baja, batu bara dan perangkat lunak; transaksi yang berkaitan dengan utang luar negeri; sanksi di sektor otomotif; pencabutan izin pembelian pesawat komersil; dan pencabutan dua lisensi ekspor bahan makanan ke Amerika Serikat. Kemudian tahap kedua berlaku secara efektif pada 5 November 2018 dengan memberlakukan sanksi penuhnya terhadap sektor-sektor ekonomi krusial Iran, seperti ekspor minyak; sektor perbankan yang mencakup 50 bank Iran dan anak perusahaannya; dan sektor transportasi dengan melakukan blacklist terhadap maskapai Iran Air yang merupakan penerbangan nasional Iran beserta lebih dari 65 unit pesawatnya serta pengiriman dengan menggukan kapal.
2. Sanksi Diplomatik
Sesuai dalam Article 41 UN Charter, bahwa DK PBB dapat melaukan tindakan-tindakan diluar persenjataan guna menjaga ketertiban internasional, salah satunya dengan pemutusan hubungan diplomatik. Sanksi diplomatik dapat digunakan secara bersamaan dengan sanksi ekonomi. Sanksi ini berupa pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh kedua negara.
Keputusan untuk mengakhiri suatu hubungan diplomatik dengan negara lain sifatnya mengikat. Dalam Article 45 The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations yang kemudian disingkat VCDR 1961 menyebutkan bahwa meskipun hubungan diplomatik terputus: 1). negara penerima berkewajiban untuk menghormati dan melindungi gedung misi beserta properti dan arsipnya;  2) negara pengirim dapat mempercayakan hak asuh misi beserta properti dan arsipnya kepada negara ketiga yang diterima oleh negara penerima; dan 3) negara pengirim dapat mempercayakan perlindungan kepentingannya pada pihak ketiga yang diterima oleh negara penerima. Jadi berdasarkan atas Article 45 VCDR 1961 dapat diketahui meskipun bila suatu hubungan diplomatik terputus antar kedua negara, masih terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan meskipun salah satu negara atau bahkan keduanya sedang dalam keadaan konflik atau perang. 
Penerapan sanksi diplomatik yang pernah terjadi yakni berupa pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab Saudi terhadap Iran. Pemutusan hubungan diplomatik ini dikarenakan massa Iran menyerbu kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran, Iran. Hingga akhirnya pada 3 Januari 2016, Arab Saudi memutus hubungan diplomatik diantara kedua negara. Sejarah pemutusan hubungan diplomatik diantara kedua negara pernah terjadi di tahun 1944 dan 1988. Di tahun 1944, pemutusan hubungan diplomatik tersebut dikarenakan penahanan yang berakhir eksekusi mati terhadap salah satu jamaah Iran yang membuang kotoran di Ka’bah. Dan pada tahun 1988, pemutusan hubungan diplomatik dikarenakan pengepunngan kedutaan besar Arab Saudi di Teheran, Iran pasca insiden demonstrasi anti Wahabi oleh jamaah Iran di Ka’bah yang berakhir dengan bentrokan antar jamaah Iran dan petugas keamanan Arab Saudi. 

Pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi dilakukan karena menganggap Iran adalah sebuah ancaman. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah karena pengembangan nuklir Iran. Arab Saudi menganggap bahwa program nuklir Iran tersebut adalah untuk memperkuat basis militer mereka. Hingga kemudian lahirlah JCPOA yang membuat kecurigaan masyarakat Internasional berkurang dan membuat posisi Arab Saudi semakin terancam karena Iran akan semakin kuat dalam ekonomi dan militernya karena masyarakat luas mulai menaruh kepercayaan mereka terhadap Iran.

3. Sanksi Militer

Sanksi militer merupakan solusi paling akhir yang akan diterapkan oleh DK PBB apabila sanksi ekonomi dan diplomatik tidak berjalan efektif. Sesuai ketentuan dalam Article 42 UN Charter, penggunaan militer mungkin diperlukan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Penggunaan militer tersebut termasuk demonstrasi-demonstrasi, blokade dan tindakan lainnya yang mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari anggota-anggota PBB. Anggota PBB lainnya berkewajiban untuk menyanggupi kesediaan angkatan bersenjata beserta fasilitasnya termasuk hak-hak lalu lintas. Rencana-rencana tentang pemakaian angkatan bersenjata akan dilakukan oleh Komite Staf Militer yang terdiri dari kepala-kepala staf atau wakilnya dari anggota tetap DK PBB dibawah naungan PBB.
Sebagai sanksi paling akhir, sanksi militer banyak dipertimbangkan untuk tidak diberikan kepada negara pelanggar hukum internasional karena dampak dari sanksi tersebut dinilai cukup berbahaya. Namun, sanksi ini dapat diberikan apabila sanksi ekonomi dan sanksi diplomatik dinilai tidak dapat menekan negara pelanggar untuk kembali mematuhi ketentuan dalam hukum internasional. Negara anggota PBB dalam menyelesakan sengketa berkewajiban untuk menahan diri tidak menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Komisi Hukum Internasional, prinsip larangan penggunaan kekerasan merupakan hukum internasional umum yang penerapannya sudah universal.

Diawal tahun 2020, Amerika Serikat melayangkan serangannya kepada Iran di Bandara Internasional Irak yang menewaskan Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Pasukan Quds, sayap dari kesatuan elite Garda Revolusi. Soleimani bersama tujuh orang lain tewas dalam serangan drone oleh Amerika Serikat tersebut. Aksi yang diperintahkan oleh Trump tersebut dibalas oleh Iran dengan meluncurkan serangan rudal ke dua pangkalan militer Amerika Serikat di Irak lima hari pasca tewasnya Soleimani (BBC 2020). 

Soleimani dan Pasukan Quds dianggap bertanggung jawab atas kematian ratusan warga Amerika Serikat serta dalang dibalik berbagai kekerasan yang terjadi di timur tengah dan juga serangan roket yang menewaskan seorang kontraktor sipil Amerika Serikat di Kirkuk akhir tahun 2019 lalu yang dibalas oleh Amerika Serikat dengam serangan udara terhadap Hashes al-Shaabi yang menewaskan 25 orang (Folia 2020). 

Sanksi menurut Perjanjian Internasional

Sebagai sumber utama hukum internasional, perjanjian mengikat pihak-pihaknya. Sifat mengikat ini berarti bahwa negara pihak dalam suatu pejanjian harus menaati serta menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat memuat kewajiban kepada para pihaknya untuk melaksanakannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Asas Pacta Sunt Servanda dijadikan sebuah landasan mengenai hubungan antar pihak dalam perjanjian internasional dengan perjanjian internasional itu sendiri. Sesuai dalam Article 26 VCLT 1969 yang berbunyi “Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” atau yang jika diartikan adalah: Setiap perjanjian yang berlaku mengikat pihak-pihak untuk itu harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik. Prinsip ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian yang diakui secara universal dan juga merupakan bagian dari general principles of law atau yang jika diartikan adalah prinsip-prinsip hukum umum (Mauna 2015).
1. Sanksi menurut JCPOA

JCPOA lahir dan menggantikan sanksi-sanksi yang pernah diterapkan pada Iran seperti Resolusi-Resolusi DK PBB, Uni Eropa dan juga sanksi dari Amerika Serikat. Negara-negara Uni Eropa akan mengakhiri Peraturan Dewan No 267 Tahun 2012 dan Keputusan Dewan No. 2010/413/CFSP mengenai pembatasan tindakan terkait: a. finansial, perbankan dan asuransi; b. minyak, gas, dan sector petrokimia; c. perkapalan, pembuatan kapal, sektor transportasi; d. emas, logam mulia lainnya, uang kertas dan juga koin; e. langkah-langkah proliferasi nuklir; f. logam; g. perangkat lunak; h. persenjataan; i. daftar orang, entitas dan badan (pembekuan aset dan larangan visa); j. dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Sedang Amerika Serikat akan berkomitmen untuk menghentikan penerapan dan mencari suatu tindakan legislatif yang mungkin sesuai untuk mengakhiri atau memodifikasi untuk pemberlakuan penghentian semua sanksi yang terkait mengenai nuklir Iran yang sesuai dengan ketentuan Annex II JCPOA.
Terkait adanya pelanggaran, dan musnahnya objek perjanjian serta adanya suatu peristiwa yang tidak memungkinkan untuk pemenuhan tujuannya, JCPOA dapat diakhiri dengan persetujuan dari seluruh anggota JCPOA sesuai dengan ketentuan Article 60 Paragraph 2 VCLT 1969. Artinya, pelanggaran oleh suatu pihak dalam perjanjian dapat memberikan hak bagi pihak lain untuk mengakhiri pelaksanaan suatu perjanjian serta menghentikan keterikatannya dengan perjanjian tersebut. 
Iran mengancam apabila masalah pelanggarannya terhadap level uranium tersebut diselesaikan melalui Dispute Resolution Mechanism sesuai dengan ketentuan Article 36 dan 37 JCPOA, maka Iran akan menarik dirinya dari NPT dan memutuskan untuk hanya bekerja sama dengan IAEA saja. Ketentuan dalam Article 36 dan 37 JCPOA mengatur apabila salah satu atau lebih pihak dalam JCPOA dipercaya tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam JCPOA. Dalam Article 36 JCPOA menjelaskan bahwa apabila Iran atau negara E3/EU+3 menganggap jika satu atau keseluruhan pihak dalam JCPOA tidak memenuhi komitmennya menurut JCPOA, maka Iran atau negara E3/EU+3 dapat merujuk masalah tersebut ke Joint Commision atau yang jika diartikan adalah Komisi Bersama untuk mencari penyelesaian. 
Komisi Bersama tersebut memiliki waktu selama 15 hari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kecuali periode waktu tersebut diperpanjang. Apabila masalah kepatuhan terhadap JCPOA ini belum terselesaikan oleh Komisi Bersama, maka anggota JCPOA ini dapat merujuk masalah ini kepada Menteri Luar Negeri. Sama halnya dengan Komisi Bersama, Menteri Luar Negeri juga memiliki waktu 15 hari untuk menyelesaikan permasalah tersebut kecuali periode waktu tersebut diperpanjang.
Setelah peninjauan Menteri Luar Negeri sejalan atau sebagai pengganti dari pertimbangan Komisi Bersama, anggota dari JCPOA yang mempertanyakan kepatuhan anggota lain atau anggota yang kepatuhannya sedang dipertanyakan dapat meminta agar permasalahan tersebut dipertimbangkan oleh Advisory Board atau yang jika diartikan adalah Dewan Penasihat yang terdiri dari tiga anggota yakni masing-masing ditunjuk oleh anggota JCPOA yang sedang berselisih dan anggota yang ketiga adalah anggota independen. Dewan Penasihat ini memiliki waktu 15 hari untuk memberikan pendapatnya yang tidak mengikat mengenai masalah kepatuhan terhadap JCPOA ini. 
Jika dalam proses 30 hari masalah tersebut tidak terselesaikan, maka Komisi Gabungan akan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Penasihat dalam 5 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika penyelesaian masalah tersebut belum memuaskan dan menganggap bahwa masalah tersebut merupakah kinerja yang tidak signifikan bagi para anggota JCPOA yang mempertanyakan kepatuhan anggota lain, maka mereka dapat memperlakukan masalah yang belum terselesaikan tersebut sebagai alasan untuk berhenti menjalankan komitmennya dibawah JCPOA secara keseluruhan atau sebagian atau dengan memberi tahu DK PBB bahwa permasalahan ini merupakan bentuk kinerja yang tidak signifikan. 
Setelah menerima pemberitahuan dari anggota JCPOA yang mengeluh termasuk uraian mengenai itikad baik yang dilakukan anggota JCPOA untuk menyelesaiakan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam JCPOA, DK PBB sesuai dengan prosedurnya akan memilih pada resolusi untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Article 37 JCPOA. Jika dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan penjatuhan sanksi tersebut belum diadopsi, maka ketentuan resolusi DK PBB yang pernah diterapkan akan diberlakukan kembali kecuali jika DK PBB memutuskan sebaliknya.
Dari ketentuan Article 37 JCPOA tersebut dapat diketehui bahwa apabila sanksi-sanksi dari DK PBB, Uni Eropa dan Amerika Serikat diberlakukan kembali maka Iran dapat mengembangkan nuklir tanpa batasan dan tidak terbelunggu dibawah JCPOA. Kemudian apabila Iran melanggar ketentuan dalam JCPOA, maka sanksi-sanksi yang pernah diterapkan pada Iran dapat diberlakukan kembali. Ketentuan pengembalian sanksi oleh DK PBB tersebut sesuai dengan Section 18 Annex V JCPOA.

2. Sanksi menurut VCLT 1969

Sebagai induk perjanjian internasional, VCLT 1969 merupakan code of counduct mengenai perjanjian internasional. Dengan adanya konvensi ini, segala ketentuan mengenai perjanjian internasional mulai dari ratifikasi, reservasi hingga pengunduran diri negara dari suatu perjanjian internasional diatur dalam satu rezim internasional bernama VCLT 1969.
Article 66 (a) VCLT 1969 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa diantara pihak dalam perjanjian dapat ditempuh dalam rentang waktu 12 bulan untuk menemukan soluasi atas permasalahannya. Apabila dalam kurun waktu 12 bulan tidak ditemukan solusi, maka pihak yang sedang bersengketa dapat mengajukan aplikasi tertulis ke International Court of Justice (ICJ) atau dengan cara arbitrase apabila pihak-pihaknya menentukan demikian. 

a. International Court of Justice (ICJ)

Berdasarkan Article 36 Paragraph 1 Statuta ICJ yang berbunyi “The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force” yang jika diartikan adalah Yurisdiksi mahkamah terdiri atas semua kasus-kasus yang dirujuk oleh para pihak dan semua hal yang secara khusus diatur dalam UN Charter atau dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku. Para pihak dalam perjanjian sebelumnya harus menyatakan kesepakatannya dalam perjanjian untuk menyerahkan sengketa kepada ICJ.
Article 36 Paragraph 2 menambahkan bahwa pihak dalam perjanjian dapat setiap waktu menyatakan penerimaan wajib ipso facto yurisdiksi ICJ tanpa adanya perjanjian khusus mengenai semua sengketa hukum mengenai penafsiran suatu perjanjian, masalah hukum internasional, pelanggaran kewajiban internasional, sifat dan ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran suatu kewajiban internasional (Adolf 2002). 

ICJ dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang dihadapkan kepadanya akan menggunakan sumber-sumber hukum internasional yang terdapat dalam Article 38 Statuta ICJ yakni konvensi atau perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasioal, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan pengadilan dan ajaran para ahli. Berakhirnya sengketa yang diadili oleh ICJ dapat berupa karena adanya kesepakatan dari para pihak bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dan ICJ akan mengeluarkan surat putusan yang berisi penghapusan sengketa dari daftar ICJ; tidak dilanjutkannya persidangan bahwa para pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan persengkataannya dan menarik kembali sengketanya; dan telah dikeluarkannya putusan. 

Putusan yang diterbitkan oleh ICJ kemudian disebarluaskan kepada masyarakat luas. Putusan tersebut dimuat dalam dokumen yang diberi nama Reports of Judgement untuk sengketa-sengketa antar negara dan Advisory Opinions and Orders untuk putusan-putusan yang bersifat nasihat hukum. Segi positif dari penyebarluasan hasil putusan ini adalah dapat memberi sumbangan bagi perkembangan hukum internasional dan putusan-putusan ini dapat dijadikan sumber hukum dan diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya.

b. Arbitrase

Seorang sarjana Amerika Latin, Podesto Costa dan Ruda mendeskripsikan arbitrase sebagai 

“the resolution of international dispute through the submission, by formal agreement of the parties, to the decision of a third party who would be one of several persons by means of contentious proceedings from which the result of definitive judgement is derived” atau yang jika diartikan adalah: Penyelesaian perselisihan   internasional melalui pengajuan, dengan persetujuan formal dari para pihak, dengan keputusan dari pihak ketiga yang menjadi salah satu dari beberapa orang dengan cara proses dari mana hasil penilaian definitif diperoleh (Adolf 2004).

Penyelesaian melalui cara arbitrase ini dapat ditempuh melalui dua cara yakni, penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga atau kepada suatu badan arbitrase ad hoc. Badan arbitrase terlembaga merupakan badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Sedangkan badan arbitrase ad hoc merupakan badan yang dibentuk oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan arbitrase ad hoc ini akan berakhir apabila tugasnya setelah putusan atas suatu sengketa tertentu telah dkeluarkan. 
Badan arbitrase baru akan berfungsi bila ada kesepakatan dan penunjukan dari para pihak. Kesepakatan para pihaklah yang akan menentukan yurisdiksi atau kompetensi arbitrase. Penunjukan dan kompetensi arbitrase dituangkan dalam akta kompromi dan kesepakatan atau perjanjian antar para pihak yang ditentukan kemudian. Perjanjian arbitrase menyatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka ke badan arbitrase. 
Putusan arbitrase umumnya memiliki sifat final dan mengikat. Namun, dalam hal-hal tertentu, upaya banding terhadap putusan arbitrase kepada ICJ masih dimungkinkan.
PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan atas penjelasan-penjelasan pada artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul Pelanggaran Kesepakatan Nuklir Joint Comprehensive Plan of Action oleh Iran menurut Hukum Perjanjian Internasional antara lain:
1. Status keanggotaan Iran dalam JCPOA adalah tetap sebagai negara anggota JCPOA meskipun Iran telah melanggar ketentuan dalam JCPOA terkait pengembangan level uraniumnya yang melebihi ketentuan dalam Article 28 JCPOA yakni yang hanya sebesar 3.67%, Iran tetap dikatakan sebagai negara anggota JCPOA menurut ketentuan Article 61 Paragraph 2 VCLT 1969 yang menjelaskan mengenai ketentuan larangan suatu pihak untuk mengakhiri, menarik diri dari atau menangguhkan pengoperasian perjanjian apabila alasan terkait hal-hal tersebut adalah hasil pelanggaran pihak tersebut terhadap ketentuan dalam perjanjian terkait. 
2. Sanksi yang dapat diberikan kepada Iran pasca pelanggarannya terkait level uraniumnya terhadap JCPOA adalah: a) sanksi ekonomi; dan b) sanksi diplomatik. Sanksi ekonomi dapat diterapkan pada Iran karena berdasarkan Section 18 Annex V JCPOA, DK PBB dapat menerapkan resolusi-resolusi yang pernah diterapkan pada Iran sebelum adanya JCPOA yang berupa pembatasan kegiatan perekonomian dengan beberapa negara. Sanksi yang juga dapat diberikan kepada Iran adalah sanksi diplomatik sesuai ketentuan dalam Article 41 UN Charter berupa pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran. Kedua sanksi tersebut dapat diterapkan sesuai dalam Article 41 UN Charter, DK PBB akan memutus tindakan-tindakan diluar penggunaan senjata agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan. Kekuatan mengikat penerapan resolusi DK PBB sesuai dalam Article 25 UN Charter adalah semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan DK PBB. 

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Iran, sesuai dengan tujuan dari penerapan sanksi-sanksi kepada Iran yaitu agar Iran kembali mematuhi ketentuan terkait pengembangan nuklirnya dalam JCPOA guna menghindari sanksi-sanksi lain yang akan diterapkan kepadanya. Kembali patuhnya Iran akan membawa Iran kepada kondisi ekonomi yang lebih baik karena meskipun Iran menyatakan bahwa ia tidak akan terpengaruh atas sanksi-sanksi tersebut namun nyatanya, sanksi-sanksi tersebut berimplikasi pada kegiatan ekonomi di Iran.
2. Bagi DK PBB, sesuai dengan yurisdiksinya, DK PBB memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran yang dilakukan Iran terhadap JCPOA, maka DK PBB hendaknya mengupayakan keputusan terbaik menurutnya agar hak dan kewajiban setiap pihak dalam JCPOA tidak dilanggar sesuai dengan prinsip keadilan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan pelanggaran kesepakatan nuklir JCPOA oleh Iran menurut hukum perjanjian internasional agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 
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